
 
 

      

WALI KOTA BATAM 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALI KOTA BATAM 

NOMOR 170 TAHUN 2022 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN  

PEMANFAATAN RUANG NONBERUSAHA KOTA BATAM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BATAM, 

Menimbang : bahwa dalam rangka mengatur Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang di Kota Batam sebagaimana 
ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi 

Program Pemanfaatan Ruang serta belum 
terakomodirnya permohonan Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang Nonberusaha dalam sistem Online Single 
Submission (OSS), perlu menetapkan Peraturan Wali 
Kota tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonberusaha Kota 
Batam; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 
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  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);   

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nonior 4833) sebagaimana telah diubah 
dengen Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6042); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 6617); 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6618); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6628); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 3l, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6633); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan 
Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 127); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

  15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program 

Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); 

  16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 
tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
327); 

  17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 

1); 
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  18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 

Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 
2019 Nomor 7);  

  19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 

Tahun 2021- 2041 (Lembaran Daerah Kota Batam 
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Batam Nomor 119); 

  20.Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021 
tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah 

Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu 
Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota 
Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam 

Tahun 2021 Nomor 847); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN 

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA BATAM. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kota Batam. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam. 

5. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat 
FPR adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas 

untuk membantu Pemerintah Daerah dengan 
memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan 
penataan ruang. 

 

 

6. Dinas . . . 
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6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kota Batam. 

7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang selanjutnya 
disebut Dinas CKTR adalah Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang Kota Batam. 

8. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan 
Pertanahan Nasional di wilayah Kota Batam. 

9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, 

ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di 
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola 

Ruang. 

11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan 

yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, 
dan pengawasan penataan ruang. 

12. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat 

permukiman dan sistem jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 

memiliki hubungan fungsional. 

13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang 

dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan 
ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budi daya. 

14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR 
adalah hasil perencanaan tata ruang. 

15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai 
dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 
disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang 

pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif. 

17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya 

disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci 
tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang 
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 

18. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses 
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

19. Kegiatan Nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan 
Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan 

Perizinan Berusaha. 

 

20. Perencanaan . . . 
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20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk 
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang 

meliputi penyusunan dan penetapan RTR. 

21. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 

Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah 
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan 
Ruang dengan RTR. 

22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas 
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan/atau aspek fungsional. 

23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama 

lindung atau budi daya. 

24. Orang adalah orang perseorangan dan/atau 
korporasi. 

25. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak 
yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan 

Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota, dan Masyarakat. 

26. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok 
Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, 
dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah 

lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

27. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Online Single Submission) yang 
selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem 
elektronik terintegrasi yang dikelola dan 

diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk 
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko. 

28. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang 
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 
modal. 

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam. 

30. Alas hak adalah bukti pendaftaran hubungan hukum 
kepemilikan tanah yang dicatat pejabat pertanahan 

pada buku tanah yang menjadi dasar terbitnya 
sertifikat hak atas tanah. 

31. Mainland adalah sebutan domisili yang digunakan 
untuk wilayah perkotaan di Pulau Batam. 

32. Hinterland adalah sebutan domisili yang digunakan 

untuk wilayah kepulauan di luar Pulau Batam. 

33. Hari adalah hari kerja. 

 

BAB II . . . 
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BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai 

berikut: 

a. PKKPR Nonberusaha; dan 

b. Pendanaan. 

 
BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman 

dalam pelayanan penerbitan PKKPR Nonberusaha di 
Daerah. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan pelayanan penerbitan PKKPR 
Nonberusaha di Daerah dilaksanakan dengan tujuan: 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan 

PKKPR Nonberusaha  di Daerah. 

b. Memberikan kepastian hukum dalam    

pemberian pelayanan penerbitan PKKPR 
Nonberusaha di Daerah; 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pelayanan penerbitan PKKPR Nonberusaha   
kepada masyarakat; dan 

d. Memberikan kemudahan kepada masyarakat   
untuk memperoleh pelayanan penerbitan PKKPR 
Nonberusaha. 

 
BAB IV 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PENERBITAN PKKPR NONBERUSAHA 

 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

Penyelenggaraan pelayanan penerbitan PKKPR 
Nonberusaha dilakukan secara nonelektronik kepada 

DPMPTSP hingga diterbitkannya aplikasi permohonan 
PKKPR Nonberusaha. 

 

 
 

Bagian . . . 
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Bagian Kedua 
Standar Operasional Prosedur 

 
Pasal 6 

(1) Standar operasional prosedur pelayanan penerbitan 
PKKPR Nonberusaha terdiri dari: 

a. standar operasional prosedur pelayanan 

penerbitan PKKPR Nonberusaha yang berada di 
Mainland; 

b. standar operasional prosedur pelayanan 
penerbitan PKKPR Nonberusaha yang berada di 
Hinterland; dan  

c. standar operasional prosedur Survei 
Pertimbangan Teknis Pertanahan. 

(2) Standar operasional prosedur pelayanan penerbitan 
PKKPR Nonberusaha yang berada di Mainland 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 

(3) Standar operasional prosedur pelayanan penerbitan 
PKKPR Nonberusaha yang berada di Hinterland 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
tercantum pada Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

(4) Standar operasional prosedur pelayanan survei 

pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada 
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB V 
TATA HUBUNGAN KERJA DAN TANGGUNGJAWAB 
PELAYANAN PENERBITAN PKKPR NONBERUSAHA  

 
Bagian Kesatu 

Tata Hubungan Kerja 

 
Pasal 7 

(1) DPMPTSP melakukan:  

a. verifikasi kelengkapan persyaratan 
administrasi dan teknis terhadap permohonan 
PKKPR Nonberusaha; 

b. dalam hal syarat administrasi dan teknis 
permohonan PKKPR Nonberusaha dinyatakan 

lengkap, diteruskan kepada Dinas CKTR dan 
Kantor Pertanahan. 

(2) Dinas . . . 

 



- 9 - 
 

(2) Dinas CKTR melakukan survei dan penilaian 
terhadap permohonan yang telah dilakukan 

verifikasi oleh DPMPTSP. 

(3) Kantor Pertanahan memproses pertimbangan teknis 

pertanahan berkas permohonan yang telah 
diverifikasi oleh DPMPTSP dan diteruskan ke Dinas 
CKTR. 

(4) Dinas CKTR melakukan telaah dari hasil survei dan 
penilaian tata ruang serta pertimbangan teknis 
pertanahan. 

(5) Hasil telaah Dinas CKTR diserahkan kepada 
DPMPTSP untuk proses penerbitan PKKPR 

Nonberusaha (cetak dan tanda tangan). 

(6) Format formulir permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam 

Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Bagian Kedua  

Tanggung jawab 

 
Pasal 8 

(1) DPMPTSP bertanggung jawab secara administrasi 

atas pelayanan penerbitan PKKPR Nonberusaha. 

(2) Dinas CKTR dan Kantor Pertanahan bertanggung 

jawab secara teknis atas pelayanan penerbitan 
PKKPR Nonberusaha. 

(3) Tanggung  jawab secara administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk 
tanggung jawab atas dokumen yang diterbitkan. 

(4) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) merupakan  bentuk  
tanggung jawab Dinas CKTR dan Kantor 

Pertanahan atas kebenaran pertimbangan teknis 
yang diterbitkan. 

 

BAB VI 

PERSYARATAN DAN LAYANAN TAMBAHAN 
PENERBITAN PKKPR NONBERUSAHA 

 
Bagian Kesatu 
Persyaratan 

Pasal 9 

Dinas CKTR selaku Sekretariat FPR dapat mengajukan 
pembahasan lebih lanjut dalam rapat Forum Penataan 

Ruang Kota Batam jika permohonan PKKPR 
Nonberusaha: 

a. menimbulkan kerawanan sosial; 

b. menimbulkan gangguan keamanan; 

 

 

c. menimbulkan . . . 
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c. menimbulkan kerusakan lingkungan;  

d. menimbulkan gangguan terhadap fungsi objek 

vital nasional; 

e. permohonan merupakan PKKPR Perolehan hak 

atas tanah; 

f. berbatasan dengan sempadan 

pantai/sempadan sungai; 

g. adanya usulan perubahan pola ruang; dan 

h. adanya perbedaan antara RTRW-RDTR dengan 

Rencana Rinci (development plan BP Batam). 

Pasal 10 

(1) Persyaratan pemberian pelayanan penerbitan 

PKKPR Nonberusaha  mengacu pada ketentuan 
peraturan perundangan-undangan.  

(2) Persyaratan pemberian pelayanan penerbitan 
PKKPR Nonberusaha meliputi persyaratan 
administrasi dan persyaratan teknis. 

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri dari: 

a. formulir permohonan;  

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk; 

c. surat kuasa (jika diwakilkan); 

d. bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; 
dan 

e. surat pernyataan kesanggupan memenuhi 

ketentuan tata ruang. 

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdiri dari: 

a. persyaratan teknis untuk perolehan hak atas 
tanah; dan 

b. persyaratan teknis untuk pemanfaatan ruang. 

(5) Persyaratan teknis untuk perolehan hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri 

dari: 

a. foto copy tanda bukti kepemilikan lahan 

berupa Alas hak dan Akte jual beli yang sudah 
dilegalisasi oleh Notaris;  

b. koordinat lokasi; 

c. kebutuhan luas lahan; 

d. informasi jenis kegiatan; 

e. rencana jumlah lantai dan luas lantai 

bangunan, gambar denah (site plan), tampak 
bangunan depan, tampak bangunan samping, 

dan tampak potong bangunan (kajian teknis); 

 

f. foto . . . 
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f. foto lokasi dan bangunan eksisting (depan, 
kiri, kanan dan belakang); dan 

g. gambar tiga dimensi (jika ada). 

(6) Persyaratan teknis untuk pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri 
dari: 

a. foto copy tanda bukti kepemilikan lahan terdiri 

dari: 

1. penetapan lokasi; atau 

2. sertifikat tanah;  

b. koordinat lokasi; 

c. kebutuhan luas lahan; 

d. informasi jenis kegiatan; 

e. rencana jumlah lantai dan luas lantai 
bangunan, gambar denah (site plan), tampak 

bangunan depan, tampak bangunan samping, 
dan tampak potong bangunan; 

f. foto lokasi dan bangunan eksisting (depan, 
kiri, kanan dan belakang); 

g. gambar tiga dimensi (jika ada); dan 

h. Izin Mendirikan Bangunan/Keterangan 
Rencana Kota lama (jika ada). 

(7) Permohonan untuk kegiatan rumah ibadah wajib 
melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6). 

(8) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
wajib melampirkan rekomendasi tertulis yang 
dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat 

Beragama (FKUB) Kota Batam.  

(9) Permohonan khusus untuk kegiatan rumah ibadah 

umat muslim wajib melampirkan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

(10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

wajib melampirkan akta ikrar wakaf yang 
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 

keagamaan. 

(11) Format surat pernyataan kesanggupan memenuhi 

ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf e tercantum pada Lampiran V yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

(12) Format lembar penerimaan berkas permohonan 

PKKPR Nonberusaha tercantum pada Lampiran 
VI yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Bagian . . . 
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Bagian Kedua 
Layanan Tambahan 

Pasal 11 

(1) Pemohon dapat melakukan konsultasi ke 

DPMPTSP dan Kantor Pertanahan terkait dengan 
persyaratan administrasi dan teknis sebelum 
dilakukan pengajuan ke DPMPTSP. 

(2) Apabila terdapat hal-hal yang secara administratif 
perlu diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon, maka 
petugas pada DPMPTSP sesuai kewenanganya 

menginformasikan hal tersebut kepada pemohon. 

(3) Apabila terdapat hal-hal yang secara teknis perlu 

diperbaiki/dilengkapi oleh pemohon, maka 
petugas pada Dinas CKTR dan Kantor Pertanahan 
sesuai kewenanganya menginformasikan hal 

tersebut kepada pemohon. 

 

BAB VII 
TATA CARA PENYELESAIAN  

PERMOHONAN PKKPR NONBERUSAHA  

Pasal 12 

(1) Tata cara penyelesaian penyelenggaraan PKKPR 
Nonberusaha sebagai berikut:  

a. pendaftaran dilaksanakan dengan 

menyertakan dokumen kelengkapan dalam 

rangka kegiatan Pemanfaatan Ruang yang 

memuat informasi tentang koordinat lokasi, 

kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan 

ruang, informasi penguasaan tanah, 

informasi jenis kegiatan, rencana jumlah 

lantai bangunan, rencana luas lantai 

bangunan, rencana teknis bangunan 

dan/atau rencana induk kawasan; 

b. dalam hal dilakukan pembangunan gedung 

pada pelaksanaan rencana Pemanfaatan 

Ruang, pemohon harus melengkapi dokumen 

rencana jumlah lantai bangunan dan rencana 

luas lantai bangunan; 

c. dalam hal pendaftaran dilakukan oleh 
pemohon yang kegiatan pemanfaatan 

ruangnya berdampak atau berpengaruh 
terhadap ketersediaan dan kualitas air 
baku/air bersih, pemohon harus 

menyertakan dokumen rencana penggunaan 
air baku/air bersih; 

 

 

d. koordinat . . . 
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d. koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf a berupa:  

1. poligon yang memberikan informasi 

luasan dan bentuk lahan atau nomor 

identifikasi bidang untuk tanah yang telah 

bersertifikat; atau 

2. titik, yang terdiri dari minimal 4 (empat) 

titik;  

e. pemohon mengisi formulir permohonan dan 

menyerahkan lembar penerimaan berkas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
kepada DPMPTSP; 

f. DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan 
persyaratan administrasi dan teknis terhadap 

persyaratan dan menyampaikan notifikasi 
persetujuan atas kelengkapan dokumen 
permohonan paling lama 2 (dua) Hari sejak 

diterimanya dokumen dari pemohon; 

g. berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan 
persyaratan administrasi dan teknis 

sebagaimana dimaksud pada huruf f, 
DPMPTSP meneruskan dokumen 

permohonan kepada Dinas CKTR dan Kantor 
Pertanahan untuk dilakukan verifikasi teknis 
yang hasilnya dituangkan dalam pertimbangan 

teknis; 

h. Dinas CKTR memproses permohonan yang 
berada di Mainland paling lama 10 (sepuluh) 

Hari; 

i. Dinas CKTR memproses permohonan yang 

berada di Hinterland paling lama 16 (enam 
belas) Hari; 

j. Kantor Pertanahan memproses verifikasi 
teknis pertanahan paling lama 10 (sepuluh) 
Hari; 

k. berdasarkan hasil pertimbangan teknis    
sebagaimana dimaksud pada huruf g, 

DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan 
PKKPR Nonberusaha kepada pemohon paling 
lama 2 (dua) Hari; 

l. apabila dokumen permohonan yang 
disampaikan oleh pemohon tidak sesuai, 
dan/atau adanya penolakan dari Dinas CKTR 

dan/atau Kantor Pertanahan, maka DPMPTSP 
menyampaikan notifikasi penolakan dokumen 

kepada pemohon disertai dengan alasan 
penolakan;  

 

(2) Format . . . 
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(2) Format pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh 
Dinas CKTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf g tercantum pada Lampiran VII yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

(3) Format pertimbangan teknis pertanahan yang 
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum pada 
Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

(4) Format PKKPR Nonberusaha yang diterbitkan 
oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf k terdapat pada Lampiran IX yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB VIII  

PENDANAAN 

Pasal 13 

Pelaksanaan kegiatan PKKPR Nonberusaha 

dibebankan pada APBD dan sumber-sumber lainnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 14 

 

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 

 

Ditetapkan di Batam 

pada tanggal 30 Agustus 2022 

WALI KOTA BATAM,  

  

 

       MUHAMMAD RUDI 

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 30 Agustus 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM, 

   

 

JEFRIDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 1038 
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WALI KOTA BATAM, 

 

 

 MUHAMMAD RUDI 

 

 
 
 

 

 

 

 

SOP PELAYANAN PENERBITAN PKKPR NONBERUSAHA YANG BERADA  

DI MAINLAND  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 
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WALI KOTA BATAM, 

 

 

 MUHAMMAD RUDI 

 

 

 

 

 

 

SOP PELAYANAN PENERBITAN PKKPR NONBERUSAHA YANG BERADA  

DI HINTERLAND 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 
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WALI KOTA BATAM, 

 

 

 MUHAMMAD RUDI 

 

 

 

 

 

 

SOP PELAYANAN SURVEY PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN  

PKKPR NONBERUSAHA  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 
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FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PKKPR NONBERUSAHA DAN 

PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN 

A. SURAT PERMOHONAN 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 



 
 

WALI KOTA BATAM, 

 

 

MUHAMMAD RUDI 

 

B. LOKASI LAHAN YANG DIMOHON 
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WALI KOTA BATAM, 

 

 

MUHAMMAD RUDI 

 

 
 

 
 

 
 

 

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  

MEMENUHI KETENTUAN TATA RUANG 

 
 
 

 
 
 

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 
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WALI KOTA BATAM, 

 

 

MUHAMMAD RUDI 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

FORMAT LEMBAR PENERIMAAN BERKAS 

 
 

 
 

 
 

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALI KOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 
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FORMAT PERTIMBANGAN TEKNIS PKKPR NONBERUSAHA 

 

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALI KOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 



 
 

WALI KOTA BATAM, 

 

 

MUHAMMAD RUDI 
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FORMAT PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN 

 

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 



 
 

WALI KOTA BATAM, 

 

 

MUHAMMAD RUDI 
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FORMAT PKKPR NONBERUSAHA 

 

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA BATAM 

NOMOR : 170 TAHUN 2022 

TENTANG : PELAKSANAAN KESESUAIAN 
KEGIATAN PEMANFAATAN 

RUANG NONBERUSAHA KOTA 
BATAM 



 
 



 
 



 
 

WALI KOTA BATAM, 

 

 

MUHAMMAD RUDI 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

User
Typewritten text
dto


